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ABSTRAK    :  ●   untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi 

Undang-Undang, maka biaya pemberangkatan dan pemulangan 

Jemaah Haji  dari daerah asal keembarkasi dan dari debarkasi ke 

daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan diatur 

dengan Peraturan Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji. 

• Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 
Pasal 18 ayat (6) UUD RI, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 
2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2OO4, UU No. 13 
Tahun 2008, UU No. 12 Thn 2011, UU No. 23 Thn 2014, PP No. 58 
Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri 
RI No. 80 Tahun 2015 , Perda Kabupaten Mamuju No. 1 Tahun 2016, 

Perda Kab. Mamuju No. 6 Tahun 2016.  
 

• Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Pemberangkatan dan 
Pemulangan Jemaah Haji, yang isinya memuat: 
a. Ketentuan Umum, b. Maksud dan Tujuan, c. Ruang Lingkup,            
d. Sumber Pembiayaan,  e. Pengelolaan Biaya Operasional dan 
Transfortasi, f. Transfortasi Jemaah Haji, g. Ketentuan Lain-lain           
h. Ketentuan Penutup.  
 

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberangkatan dan 
Pemulangan Jemaah Haji. 

 
CATATAN  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 27 

Maret  2017. 

- Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan 
Bupati Mamuju Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Komponen 
Biaya Transportasi Jemaah Haji dari Kabupaten Mamuju ke Embarkasi 
dan dari Debarkasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi 


